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SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BAI,I

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 21 TAHUN 2022

TEI\TTANG

sEmErARrAr"r*X$t?"ryruTrttfu RAK'ATDAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang: a' batrwa deagan telah diundangkannya peraturan
Bupati Nomor 33 Tahun 2azr ;""trdg ruiiio,rr.rr,Susunen orgenisasi, Tugas dan F""# ;; TataKerja perangkat Daerah sebagaimana--ler"rt'-*airrur,
dengan l"*Iu-r"rr Bupati Noiror ZA C"h;, ZO2Itentang perubahan Atae peraturan Bupati Nomor SSTahul .2OT tentang Kedudukan, 

-'-ilu.r.*
Organisasi, Tugas dan Fungsi *"t"-' t"tJ- f"4"perangkat Daerah, untuk ti.".a"urr p.rliorr""r,
tugas . da' -fungsi Sekretariat Dewan 'p"r_"kifurr

Daerah perlu pengaturan mengenai 
- 

uraiantugas;

b. bahwa.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dim^aksud
dalam huruf a, pe^rlu menetapkin p".^ti* e"p.iilrr*gUraian Tugas Sekretariat Dewan perwaf<itlrr- 

""rO*Daerah;

Mengingat : 1. pasal 1g ayat (6) undang-undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 195g tentangPembentukan Daerah-daerah Tingkat Il Dalam WilayahDaerah-daerah Tingkat I Bali, Nu-sa f.rrggar" Barat dan

I-:. Tengga-ra. Ttmur (Lembaran NElara r<eptlbtlk
Indonesia Tahun 1959 Nomor 122, Tamb-ffan Lembaral
Negara Republik Indonesia Nomor 16SSj.; 

-----

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan perundang_u"a.rrg"r, (Lembaran
I"gTr_ Republik Indonesia Tahun 2OI1 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara RepubUt inaonesia Nomor5234) sebagaimana telah diubah-dengan Un-aang_Unaang
Nomor 15 Tahun 2019,tentang perub=ahan Atas Undaag_Undang Nomor 12 Tahun Zdf f t"rrt rrg p.mOerrtukul

3:::*f, _Peru3dTs;undangan g,em-baran NesaraKepuou( hctonesia Tahun 2019 Nomor 1g3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia fVo*o. O-SqSt;
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074

BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1 Daerah adalah Kabupaten Badung.

tentang

T

I

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah flembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67571;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentane
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesii
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah aiuUah
dengan Peraturan pemerintah Nomor T2 Tahun 2Ol9
tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 1g
Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Lrdonesia Tahun 2019 Nomor 187, TambJhan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor'20aaJ
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun i0tg tentang perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun
2_015 tentang pembentukan FrodukEukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 201g Nomor 1S7);

7. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan perangkat Daerah (f,embarari
P""i4 Kabupaten Badung Tahln 2OL6 Nomor 20,Tambaharr Iembaran Daerah Kabupaten Badung womor
20);

8. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2O2l tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Ttrgas dan fungsT
:g1" Tata Keg'a perangkat Daerah 

" (Berita DaerahKabupaten Badung Tahun 2O2l Nomor 341sebagaimana telah diujr^ah dengan peraturan BupatiNomor Z3 Tahun 2O2I tendng piruUafran Atas
ler.atgr1n Bupati Nomor 33 Taf,un 

- 
2021 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, f"S"" dan Fungsi

::1ta Tata Kerja perangkat Daerah - (Berita O.e.IahKabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 75):'-

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGASSEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN NATVAi bAENErr.

Menetapkan
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten
Badung.
Bupati adalah Bupati Badung.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Badung.
Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah
unsur staf pemerintah Kabupaten Badung.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah
Selaetariat DPRD Kabupaten Badung.
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut Selcetaris DPRD adalah
Sekretaris DPRD Kabupaten Badung.

BAE} II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap
tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD
yang secara teknis operasional berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD serta secara
administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Selcetaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan
menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan keuangan Daerah.

Sekretariat DPRD datam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan
fungsi :

^. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD.

BAB III
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Sekretariat DPRD

Pasal 3

(1) Sekretariat DPRD mempunyar tugas:
a. menetapkan program/rencana keq'a Sekretariat

DPRD berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang - undangan;

.7
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mengkoordinasikan para Kepala Bagran dalam
merumuskan program ke{a dan sistem ke4'a
operasional di masing-masing Bagtan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang - undangan;
mengkoordinasikan yang diperlukan antar
Instansi/Lembaga terkait sesuai ketentuan Peraturan
Perundang - undangal;
memimpin penJrusunan dan perumusan iangkah
strategis dan operasional Selretariat DPRD bersama
para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD
untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
Peraturan Perundang - undangan;
merumuskan kebijakan operasional dal,am bidang
tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang - undangan;
menyelenggarakan rapat penetapan produk DPRD,
mengurus rumah tangga dan keualgan DPRD,
memberikan perlimbangan teknis kepada Pimpinan
DPRD khususnya dalam rangka kegiatan Alat
Kelengkapan DPRD;
melaksanakan koordinasi, mengatur dan
membina ke4'a sanna, mengintegrasikan dan
menslnKronKan seluruh penyeienggaraan
tugas dan fungsi DPRD;

h. perencanaan dalam arti mempersiapkan rencana,
mengolah dan menelaah dan mengkoordinasikan
perumusan kebljalan DPRD;

i. pembinaan administrasi, dalam urusan tata usaha,
mengolah dan membina kepegawaian, mengolah
keuangan dan perbekalan DPRD;

j. menyelenggarakan persidangan dan pembuatan
risalah rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;

k. memelihara dan membina ketertiban serra
keamanan;

l. membegj, mendistribusikan dan mengkoordinasikan
tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing;

m. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada
bawahan di bidang tugasnya a9ar tercapai
kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundalg-undangan;

n. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksapaan tugas bawahan agar sesuai
dengan rencana keq'a dan ketentuar Peraturan
Perundang-undangan;

o. melakukan penilaian terhadap peiaksanaan tugas
dan prestasi ke4'a bawahan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan
pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

p. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh
pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

q. melaporkan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung
jawaban kepada atasan; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

f.
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(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD secara
tekrds operasional berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggung jawab kepada Bupati mela-lui Sekretaris
Daerah.

Bagian Kedua
Bagian Umum dan Keuangaa

Pasal 4

(1) Bagran Umum dan Keuangan mempunyai tugas :

a. menJrusun renca.na program kegiatan di bidang
tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengaa ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. mengkoordinasikan para kepala Sub Bagian dalam
merumuskan perencanaan program kegiatan dan
sistem keq'a operasional bidang tugasnya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. mengkoordinasikan dengan bagian lainnya dalam
haf dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan ;

menyusun langkah teknis operasional di bidang
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas;
menJrusun standar operasional prosedur pada bidang
tugasnya;
menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
mengelola kepegawaian Selrretarirat DPRD;
mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas
anggota DPRD;
mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan
DPRD;
menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;
menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan
kebutuhan rumah tangga DPRD;
menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana DPRD;
menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi
tanggung jawab DPRD;
menyusun perencanaan anggaran sekretariat DPRD ;

mengevaluasi bahan perencanaan anggaran
Sekretariat DPRD;
memverilikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga
Sekretariat DPRD;
memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat
DPRD;
menyelenggarakan penatausahaan keuangan
Sekretariat DPRD;
melaksanakan pengeloiaan keuangan Pimpinan,
Anggota dan Sekretariat DPRD;
mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat
DPRD;

d.

e.

f.
s.
h.

iJ.

k.
l.

o.
p.

q.

r

n.
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memverifikasi pertanggungiawaban keuangan
Sekretariat DPRD;
mengevaluasi laporan pertanggungiawaban
pengelolaan keualgan Sekretariat DPRD;
mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan

w.

(2)

Sekretariat DPRD;
y. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi

keuangan Sekretariat DPRD;
z, menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat

DPRD.
aa. memb"g, mendistribusikan dan mengkoordinasikan

tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing;

bb. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan
sesuai bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

cc. melaksanakan pengawasan internal terhadap
pelaks€naan tugas bawahan sesuai dengan
ketentuan Peraturan perundang_undangan;

dd. melakukan penilaian terhadip pelakianaan tugasdan prestasi keq'a bawanan sesuai denganketentuan peraturan perundang_undangan sebilai
P.h* pertimbangan dahm leningf.it"r, karier
bawahan;

ee. melaksanalan evaluasi terhadap seluruhpelaksanaan kegiatan di bidang tugi.snya sesuar
oengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ff. menyusun laporan 
-capaian kineg'a pada bidangtugasnya sesuai dengan keteniuan peraturai

Perundang-undangan;
gg. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnyasebagai bahan informasi dan pertanggungawaban

kepada atasan; dan
hh. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan.

Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala
F"g^tr yang berada di baw-ah dan' be'rtanggung jawab
kepada Seliretaris DpRD.

pasal 5

Bagran Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 terdiri dari Sub BagiJn'iJa*Usarr" a..,Kepegawaian.

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagarmana
djmaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :a. menjrusun rencana kegiatan di bidang tugasnyaberdasarkan rencara dan kebutuhL untukmenunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
, dengan ketentuan peraturan perundang_uidangan;
b. melakukan koordinasi yang diperlut irr--"rrru. ,rrrtkeq'a dalam hal t<eterpiauan Jurr 

- 
fi".r"".".,pelaksanaan tugas se*uai ketentuan peraturan

Perundang-undangan;

(1)

(2)
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c. menJrusun langkah teknis operasional di bidang
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
Peiaturan Perundang-undangan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang
tugasnya;
melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas
Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
melaksanakan pengelolaan kearsipan;
menyusun administrasi kepegawaian;
men1rusun rencana kerja operasional kegiatan
pelayanan administrasi kepegawaian;

i. menyiapkaa bahan administrasi kepegawaian;
j. menganalisis kebutuhan dan merencanakan

penyediaan tenaga ahli;
k. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar

urut kepangkatan dan formasi pegawai;
1. membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan

tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing;

m. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan
di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

n. melakukan pengawasan internal terhadap
peLaksanaan tugas bawahan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

o. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai
bahan pertimbangan dalam peningkatan karier
bawahan;

p. menJrusun laporan capaian kinerja sesuai dengan
bidang tugasnya;

q. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

r. melaksanakan pelaporan di bidang tugasnya sebagai
bahan informasi dan pertanggungiawaban kepada
atasan: dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dipimpin oleh
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan
Keuangan.

Bagian Ketiga
Bagian Hukum dan Risalah

Pasal 6

(1) Bagran Hukum dan Risalah mempunyai tugas :

a. menJrusun rencana program kegiatan di bidang
tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;

f.
c,
h.
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mengkoordinasikan antar unit kerja dalam
merumuskan perencanaan prograrn kegiatan dan
sistem kerl'a operasional bidang tugasnya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

mengkoordinasikan dengan bagian lainnya dalam
hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan ;

menJrusun langkah teknis operasional di bidang
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas;

menrusun standar operasional prosedur pada bidang
tugasnya;

menyelenggarakan kajian Peraturan Perundang-
undangan;

memfasilitasi penyusunan program pembentukan
Peraturan Daerah;

memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf
Rancangan Peraturan Daerale inisiatif;

memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi
pen1rusunan naskah akademik;

memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi
analisis produk penyusunan Peraturan Perundang-
undangan;

memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi
mengumpulkan bahan penyiapan draf Peraturan
Daerah inisiatif;
memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;

memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi
risalah rapat pembahasan Peraturan Daerah;

memveri.fikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi
daftar inventaris masalah;

memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi
risalah, notulen dan catatan rapat;

mengkoordinasikan pelaksanaan rapat DPRD serta
memberikan pertimbangan teknis ;

menyiapkan penyelenggaraan persidangan dan
membuat risalah rapat yang disampaikan oleh DPRD;

memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi
prograrn dan jadwal rapat dan sidang;

menyelenggaralan hubungan masyarakat;

menyelenggarakan publikasi;

menyelenggarakan keprotokolan;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

d.

J.

o

h.

r.

s.

t.
u.
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w. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

x. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan
di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

y. melaksanakan pengawasan internal terhadap
pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;

z, melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
dan prestasi keg'a bawahan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai
bahan pertimbangan dalam peningkatan karier
bawahan;

aa. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh
pelaksanaan kegiataa di bidang tugasnya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangaa;

bb. menyusun laporan capaian kinerja pada bidang
tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungiawaban
kepada atasan;dan

dd. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

(21 Bagran Hukum dan Risalah dipimpin oleh Kepala Bagtan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sehetaris DPRD.

Bagian Keempat
Bagran Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran

Pasal 7

(1) Bagran Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran
mempunyai tugas :

a. menJrusun rencana program kegiatan di bidang
tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. mengkoordinasikan antar unit ke{a dalam
merumuskan perencanaan program kegiatan dan
sistem keda operasional bidang tugasnya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. mengkoordinasikan dengan bagran lainnya dalam
hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan ;



h.

e.

f.

g.

r.
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menJrusun langkah teknis operasional di bidang
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
Peiatuian Perundang-undangan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas;

menJmsun standar operasional prosedur pada bidang
tugasnya;

memfasilitasi penyampaian pokok pikiran DPRD;

memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan
pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas
ehpon Anggaran Sementara/ Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran
Sementara perubahan;

memfasititasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan
Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan;

memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
pertangungiawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan
pembahasan laporan semester pertama dan
prognosis enam bulan berikutnYa;

memfasi-litasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan
pembahasan laporan keterangan pertangungiawaban
Bupati;

memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan
pembahasan terhadap tindak lanjut hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia;

memfasilitasi, memverifrkasi, dan mengkoordinasikan
aspirasi masyarakat;

memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi
rumusan rapat dalam rangka pengawasan;

memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan
pelaksanaan penegakal kode etik DPRD;

memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan
dukungan pengawasan penggunaan angga-ran;

memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordilasikan
pengawasan pelaksanaan kebijakan;

memfasilitasi, memveri{ikasi, dan mengkoordinasikan
penyusunan pokok pikiran DPRD;

memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan
persetuj uan kerjasama Daerah;

membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan
tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing;

memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan
di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan ;

j.

k.

o.

v.

q.

u.
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v. metraksanakan pengawasan intemal terhadap
pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan
ketentua:r Peraturan Perundang-undangan;

melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan
keteniuan Peraturan Perundang-undangan sebagai

bahan pertimbalgan dalam peningkatan karier
bawahan;

melaksanakan evaluasi terhadap seluruh

w,

pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuar
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

y. menJrusun laporan capaian kineg'a pada bidang
tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

aa. melaporkal pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungiawaban
kepada atasan; dan

bb. melaksalakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

(2) Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran
dipimpin oleh Kepala Baglan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretasis DPRD.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah
tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dari
berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan dan
keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebag:ran
tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan diatur berdasarkan Peratural Perundang-
undangan.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dal beban keria sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Dalam meiaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD, para
Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan
prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi.

(1)

(21

(3)



(2)

(3)

(U

(2\

(3)

t2

Setiap pimpinan unit dalam lingkungan Sekretariat
Opnp Uirtanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahalnya'

Setiap pimpinan unit di lingkungan-sekretariat DPRD

wajib melaksanakan pengawasar melekat'

Bagran Kedua
PelaPoran

Pasal 10

Seliap pimpinarr unit wajib mengikud d3t mematuhi
petuijut dan bertanggung jawab- kepada atasannya

m."itg-matitg dan menyompaikan laporan berkala tepat
pada waktunya.

Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan unit dari
bawahan-wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunattlaporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawa-hannYa.

Dalam penyampaian laporan kepada atalan apabila

dipandang perlu tembusan laporan disampaikan
tceoaaa i"t""tt unit lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD dibantu
oleh pimpinqn unit kerja bawahannya dan dalam rangka
p"*Uitt^itt kepada bawahannya masing-masing dan
mengadakan raPat berkala.

Masing-masing pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD

melakukan hubungan kerja sama secara lungsronal

sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan ya'ng berlal<u

secara vertikal dan horizontal.

(1)

(21

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

. Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku' Peraturan

Buoati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Uraian Tlrgas

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Badung (Berita Daerah Kabupaten B1d9ng Tahun 2016

Nomor-8Zl dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'
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Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlalu
diundangkan.

Agar setiap orarg mengetahuinya,
pengund.angan Peraturan Bupati ini dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

pada tanggal

memerintahkan
penempatannya

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 27 Aprt72O22

SEKRETARIS

BERITA

Salinan sesuai dengan aslinYa
Kepala Bagian Hukum

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 2I Apnl 2O22

PRASTA

TEN BADUNG,

ATFN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 21
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